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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006

Menimbang

Mengingat

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional
Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan
perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur
pendapatan, penegasan terhadap kedudukan pejabat pembuat
komitmen, penganggaran tahun jamak dan pengaturan
pendanaan tanggap darurat bencana, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



Menetapkan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 34, angka 61 dan angka 62 diubah,
diantara angka 62 dan angka 63 disisipkan angka baru yaitu angka
62a, ditambahkan angka baru yaitu angka 79 dan angka 80,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus Kkepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara MWKesatuan Republik
Indonesia.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala
daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)
yang berlaku di Provinsi Papua.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari
DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja
perangkat daerah.

Kepala Daerah adalah gubemur bagi daerah provinsi atau
bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
kepala daerah vyang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD vyang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD vyang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.
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Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu
atau beberapa program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala
daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Dihapus.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran
yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program
dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana
kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
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bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan
rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan
pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensi alokasi dana.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-
fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakar.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada
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bank yang ditetapkan.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnhya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga
daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
atau akibat lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai

kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vyang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
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memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja
tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun
berikutnya.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen vyang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjuthya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD
yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.
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72. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen vyang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang
persediaan yang telah dibelanjakan.

73. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen vyang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan.

74. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

75. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen vyang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

76. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

77. HKerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

79. HKegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

80. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS
merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non
personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan
program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu
Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
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3. HKetentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5),
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

(3a)

(4)

(5)

Pasal 11

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam
melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD
selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul
kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya; dan

g melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
pejabat pengguna anggaran.

Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang.

Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

4. HKetentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga
Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

1)

Pasal 45

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk
uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota
masyarakat.



2)

(2a)

3)
(4)
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Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak
mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan
penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus
menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian
bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
tahun anggaran.

Dihapus.
Dihapus.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi
sebagai berikut:

1)

2)

3)

(4)

Pasal 47

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah
daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan dan kepada partai politik.

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah
daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi
bantuan.

Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan
belanja desa penerima bantuan.

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai
berikut:

1)

2)

Pasal 52

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang
dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)
bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa
kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas
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dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari
tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-
lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis
serta pengadaan barang vyang dimaksudkan untuk
diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

7. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu
Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1)

2)

3)

(4)

()

(6)

Pasal 54A

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat
mengikat dana anggaran:

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan
tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b harus memenubhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan untuk
menghasilkan satu output yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di
rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan
pengadaan jasa cleaning service.

Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang
dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD.

Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan
nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama
rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir
tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
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8. HKetentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 66

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf ¢ digunakan antara lain
untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik
daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah
daerah.

9. Ketentuan Pasal 71 ditambahkan ayat (8) dan ayat (9), sehingga
Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat
segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka
manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama
kurang dari 12 (duabelas) bulan.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan
sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang
secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN),
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan
Negara (SPN).

(3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung
penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi
permanen dan non-permanen.

(4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah
dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya
pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan
modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang
dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan
baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak
dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan
kas jangka pendek.

(5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat
untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti
kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk
penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan
modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya
dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah
daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

(6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau
ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti
pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh
tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti
bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir
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(7)

(8)

(9)
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kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas
pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat
dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang
telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal
pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan
daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan
modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang
penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan
modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang
penyertaan modal yang berkenaan.

Ketentuan Pasal 77 ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (10)
diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

1)

2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

8)

9)

Pasal 77

Kode dan Kklasifikasi urusan pemerintahan daerah dan
organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)
tercantum dalam Lampiran A.l.a peraturan menteri ini.

Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3)
merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah
yang tercantum dalam Lampiran A.ll Peraturan Menteri ini.

Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran
A.lll.a Peraturan Menteti ini.

Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) untuk kabupaten/kota tercantum dalam
Lampiran A.IV.a Peraturan Menteri ini.

Kode dan klasifikasi fungsi tercantum dalam Lampiran A.V
Peraturan Menteri ini.

Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk
keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam
Lampiran A.Vl.a Peraturan Menteti ini.

Kode dan program dan Kkegiatan menurut urusan
pemerintahan daerah tercantum dalam Lampiran A.Vll.a
Peraturan Menteri ini.

Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.Vlll.a.1
Peraturan Menteri ini.

Dihapus.
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12.
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(10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX.a.1
Peraturan Menteti ini.

(11) Dihapus.

(12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),
ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) merupakan daftar
nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan
acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang
pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan
nyata sesuai karakteristik daerah.

Ketentuan Pasal 86 huruf b diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 86

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)
disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional
yang tercantum dalam Rencana HKerja Pemerintah setiap
tahun; dan

¢c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/kegiatan.

Ketentuan Pasal 87 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala
daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni
tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati
menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun
anggaran berjalan.

(4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a dan
A.Xl.a Peraturan Menteri ini.
Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 98
(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/kegiatan.
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RKA PPKD digunakan untuk menampung:

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan
pendapatan hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga; dan

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

14. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 102
berbunyi sebagai berikut:

(1)

2)

3)

Pasal 102

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:

a. ringkasan penjabaran APBD; dan

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek,
rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD memuat penjelasan sebagai berikut:

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;

b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja
yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan
penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan
dalam kolom penjelasan; dan

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber
penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan
pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk
kelompok pengeluaran pembiayaan.

Format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran A.XVI Peraturan Menteri ini.

15. Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah,
sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pasal 106

Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 ayat (3c) tidak menetapkan persetujuan
bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib.

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah
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dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai,
belanja barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.

Ketentuan Pasal 123A ayat (2) diubah, sehingga Pasal 123A
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123A
(1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

(2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/kegiatan.

(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan
pendapatan hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga; dan

Cc. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

(4) Format DPA PPKD tercantum dalam lampiran B.l.b Peraturan
Menteri ini.

Ketentuan Pasal 161 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 161
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa
lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

(2) HKeadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf ¢
dapat berupa:

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah yang melampaui anggaran vyang tersedia
mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 145 ayat (2);

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat
adanya kebijakan pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) vyang telah
ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;

e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria
harus diselesaikan sampai dengan batas akhir



3)

(4)

()
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penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan; dan

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target
kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan
semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang
dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan.

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk
pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf f diformulasikan
terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

18. Ketentuan Pasal 162 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) dan
ayat (9) disisipkan ayat baru yaitu ayat (8a), ayat (8b), dan ayat
(8c), sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

(1)

2)

3)

(4)

Pasal 162

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
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(6)

(7)
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Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian target Kkinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan
terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana.

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan
langsung pada belanja tidak terduga.

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian
dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,
evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi,
pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan
serta tempat hunian sementara.

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:

a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala
daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana mengajukan Rencana
Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana
kepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat
bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan
dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada
bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada
Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran
pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana;



19.

20.
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e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik
dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap
darurat bencana yang dikelolanya; dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap
darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada
PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang
sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab
belanja.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-
SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris
daerah.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala
daerah.

Ketentuan Pasal 293 ayat (1) diubah, sehingga pasal 293 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

2)

Pasal 293

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 292 disampaikan kepada DPRD dan Menteri
Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
berkenaan.

Format laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E.XXI
Peraturan Menteti ini.

Diantara Pasal 296 dan Pasal 297 disisipkan 1 (satu) pasal baru
yaitu Pasal 296A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 296A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
296 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh kepala daerah kepada
Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
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21. Ketentuan Pasal 324 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3)
dihapus, sehingga Pasal 324 berbunyi sebagai berikut:

22,

1)

2)
3)

Pasal 324

Kepala daerah dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada
SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam
menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dihapus.
Dihapus.

Diantara Bab XV dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XVA
sehingga berbunyi sebagai berikut:

1)

2)

1)

2)

3)

(4)

(5)

1)

2)

(1)

BAB XVA
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 329B

Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah
negeri sebagai berikut:

a. kepala daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran
atas usul kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna
Anggaran; dan

b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.

Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mengelola dana BOS yang ditransfer oleh bendahara
pengeluaran pembantu pada SKPD Pendidikan.

Pasal 329C

Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan.

Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis
belanja hibah.

RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.

RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.

Kode rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung
yang bersumber dari dana BOS, untuk uraian obyek belanja
dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum pada
lampiran A.Vlll.a.1 Peraturan Menteri ini.

Pasal 329D

Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan dengan
mekanisme TU.

Pencairan dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan
mekanisme LS.

Pasal 329E

Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap
triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD
Pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah.
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3)
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2)

3)
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3)
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Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap
triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.

Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa
menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS
triwulan sebelumnya.

Pasal 329F

Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
329E ayat (2) didasarkan atas Naskah perjanjian hibah
daerah.

Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan
kepala sekolah swasta.

Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala
SKPD Pendidikan atas nama kepala daerah dapat
menandatangani Naskah perjanjian hibah.

Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun
anggaran.

Format Naskah perjanjian hibah sebagaimana tercantum
dalam lampiran F.I Peraturan Menteri ini.

Pasal 329G

Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan
dana BOS triwulan | dan triwulan Il paling lambat tanggal 10
Juli sedangkan untuk triwulan Il dan triwulan IV paling
lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada
bendahara pengeluaran pembantu.

Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap.

Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan
SKPD Pendidikan.

Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima
setiap triwulan.

Pasal 329H

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh
sekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.
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Pasal Il
Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN A.lll.a
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

21 TAHUN 2011
23 MEI 2011

KODE REKENING PENDAPATAN PROVINSI

Kod(? Uraian
Rekening
1 2
4 PENDAPATAN DAERAH
4 | 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 11 )|1 Pajak Daerah
4 (11|01 Pajak Kendaraan Bermotor
4 | 1|1 |01|01| A-1Sedan,Jeep, Minibus (Pribadi)
4 | 1|1 |01|02| A-2Sedan,Jeep, Minibus (Umum)
4 | 1| 1 |01|03| B-1Bus, Micro Bus (Pribadi)
4 | 1|1 01|04 | B-2Bus, Micro Bus (Umum)
4 | 1|1 (01|05 C-1Truck, Light Truck, Pick Up (Pribadi)
4 | 14 |1 (01|06 C-1Truck, Light Truck, Pick Up (Umum)
4 | 1| 1 |01|07| D-1Kendaraan Khusus (Pribadi)
4 | 1|1 |01|08| D-1Kendaraan Khusus (Umum)
4 | 1|1 |01|09| ESepeda Motor
4 | 1| 1|01|10| FHKendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4 | 1|1 (01|11 | Dst.....
4 | 1|1 |02 Pajak Kendaraan di Air
4 | 1| 1|02|01| Pajak Kendaraan di Air
4 | 14 |1 |02|02]| Dst.weeerens
4 | 1|1 |03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4 | 1|1 |03|01| A-1Sedan,Jeep, Minibus (Pribadi)
4 | 1| 1 |03|02| A-2Sedan,Jeep, Minibus (umum)
4 1 | 1 (03|03 B-1Bus, Micro Bus (pribadi)
4 | 1|1 |03|04| B-2Bus,Micro Bus (umum)
4 | 1|1 |03|05| C-1Truck, Light Truck, Pick Up (pribadi)
4 | 1|1 |03|06| C-1Truck,LightTruck, Pick Up (umum)
4 1| 1 03|07 D-1Kendaraan Khusus (pribadi)
4 | 1| 1 |03|08| D-1Kendaraan Khusus (Umum)
4 | 1|1 |03|09| ESepeda Motor
4 | 1| 1 |03|10| FKendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4 | 1|1 (03|11 | Dst........
4 (1|1 |04 Bea Balik Nama Kendaraan di Air V)
4 | 1| 1 |04|01| BeaBalik Nama Kendaraan di Air......1)
4 | 1|1 |04]|02 Dst........ 1
4 1|1 |05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4 | 1|41 |05|01| Premium
4 |1 1|1 |05|02]| Pertamax
4 | 1|1 |05|03| PertamaxPlus
4 | 1|1 |05|04| Solar
4 11| 1|05|05| Gas
4 | 1|1 |05|06| Dst.........
4 | 1|1 |06 Pajak Air Permukaan
4 | 1|1 |06|01| Pajak Air Permukaan
4 | 1|1 |06|02| Dst... 1




Kode

Rekening Uraian
1 2

4 | 1|1 |07 Pajak Rokok
4 | 1|1 |07|01| Pajak Rokok
4 | 1| 2 Retribusi Daerah
4 (1|2 |01 Retribusi Jasa Umum
4 | 1| 2 | 01|01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 | 1| 2 | 01|02 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 | 1 | 2 | 01| 03| Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta
4 | 1| 2 |01|04 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4 | 1| 2 |01| 05| Retribusi Pelayanan Pendidikan
4 | 1|2 (01|06 Dst......
4 | 1| 2 |02 Retribusi Jasa Usaha
4 | 1| 2 |02]| 01| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 | 1| 2 |02]| 02| Retribusi Tempat Pelelangan
4 1 | 2 | 02| 03| Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4 1 | 2 | 02| 04 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4 | 1| 2 |02 | 05| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4 | 1| 2 |02| 06| Retribusi Penyeberangan di Air
4 | 1 | 2 | 02|07 | Retribusi Pengolahan Limbah Cair 1
4 | 1 | 2 | 02|08 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4 1| 2 02|09 | Retribusi Tempat Khusus Parkir
4 | 14| 2 |02|10| Dst.reenne
4 | 1|2 |03 Retribusi Perizinan Tertentu
4 | 1| 2 | 03|01 Retribusilzin Trayek
4 | 1 | 2 | 03|02 | Retribusilzin Usaha Perikanan
4 | 1| 2 |03|03]| Dst.wreenne
4 11| 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4 (1|3 |01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 | 1| 3 01|01 | Perusahaan Daerah
4 | 14| 3 |01|02]| Dst.reerne
4 | 1| 3 |02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
4 | 1|3 (02|01| BUMN
4 | 14| 3 |02|02]| Dst.wereerne
4 | 1| 3 |03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
4 | 1| 3 |03|01| Perusahaan Patungan
4 | 14| 3 |03|02]| Dst.wereerns
4 | 1| 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
411|401 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4 | 1| 4 |01|01| Pelepasan Hak Atas Tanah
4 | 1| 4 |01]|02| Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4 | 1| 4 |01]|03| Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai
4 1| 4 [ 01|04 | Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4 | 1| 4 |01|05| Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4 | 1| 4 |01|06| Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4 | 1| 4 |01|07 | Penjualan Drum Bekas
4 |1 1| 4 |01]|08| Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4 1| 4 [01]|09 | Penjualan Lampu Hias Bekas
4 | 1| 4 |01|10| Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan




Kode

Rekening Uraian
1 2

4 | 1| 4 |01]|11| Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4 | 1| 4 |01]|12| Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi
4 | 1| 4 |01]| 13| Penjualan Hasil Pertanian
4 | 1| 4 |01]|14| Penjualan Hasil Kehutanan
4 | 1| 4 |01]| 15| Penjualan Hasil Perkebunan
4 | 1| 4 |01|16 | Penjualan Hasil Peternakan
4 | 1| 4 |01|417 | Penjualan Hasil Perikanan
4 | 1| 4 |01]| 18 | Penjualan Hasil Sitaan
4 | 1|4 01|19 | Dst...uue
4 | 1| 4 |02 Jasa Giro
4 | 1| 4 |02]|01| Jasa Giro Kas Daerah
4 | 1| 4 |02]| 02| JasaGiro Pemegang Kas
4 | 1| 4 |02]|03| JasaGiro Dana Cadangan
4 | 1|4 02|04 | Dst.......
4 | 1| 4 |03 Pendapatan Bunga
4 1 | 4 | 03|01 | Rekening Deposito Pada Bank
4 | 1|4 03|02 Dst..oereeene
4 | 1| 4 |04 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
4 | 1| 4 |04]|01| Kerugian Uang Daerah
4 | 1| 4 |04]|02]| HKerugian Barang Daerah
4 | 1|4 04|03 Dst..eene
4 | 1| 4 |05 Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4 | 1| 4 |[05]|01| Penerimaan Komisi dari ..............
4 | 1| 4 |05|02| Penerimaan Potongan dari ..............
4 | 1| 4 |05| 03| Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ..............
4 | 1| 4 |05|04| Dst..ene
4 | 1| 4 |06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4 |1 1| 4 |06|01| Bidang Pendidikan
4 | 1| 4 |06]|02| Bidang Kesehatan
4 | 1| 4 |06|03| Bidang Pekerjaan Umum
4 | 1| 4 |06| 04| Bidang Perumahan Rakyat
4 | 1| 4 | 06|05 | Bidang Penataan Ruang
4 | 1| 4 | 06|06 | Bidang Perencanaan Pembangunan
4 | 1| 4 | 06|07 | Bidang Perhubungan
4 | 1| 4 |06 |08 | Bidang Lingkungan Hidup
4 | 1| 4 |06 |09 | Bidang Pertanahan
4 | 1|4 06|10 | Dst...c...
4 | 1| 4 |07 Pendapatan Denda Pajak
4 | 1| 4 |07|01| Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4 | 1| 4 |07|02| Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4 | 1| 4 |07 |03]| Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Di Air ¥
4 | 1 | 4 |07 |04 | Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Air 1)
4 | 1| 4 |07 |05| Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4 | 1| 4 |07 |06 | Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4 | 1| 4 |07 |07 | Pendapatan Denda Pajak Rokok
4 1|4 |08 Pendapatan Denda Retribusi
4 | 1| 4 |08|01| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4 | 1| 4 |08| 02| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4 | 1| 4 | 08| 03| Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4 | 1|4 08|04 | Dst......... o




Kode

Rekening Uraian
1 2
4 | 1| 4 |09 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4 | 1 | 4 |09 ]| 01| Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4 | 1| 4 |09 | 02| Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4 | 1| 4 |09 | 03| Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman
4 | 1|4 09|04 | Dst.......
4 | 1| 4 |10 Pendapatan Dari Pengembalian
4 | 1| 4 |10| 01| Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4 | 1| 4 |10| 02| Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4 | 1| 4 |10| 03 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4 | 1| 4 |10 | 04| Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4 | 1| 4 |10 | 05| Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka
4 | 1|4 10|06 | Dst.........
4 | 1|4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4 | 1| 4 |11 |01 | Fasilitas Sosial
4 | 1| 4 |11 |02 | Fasilitas Umum
4 | 1|4 11|03 | Dst....
4 | 1| 4 |12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4 | 1| 4 |12 | 01| UangPendaftaran/Ujian Masuk
4 | 1| 4 |12 | 02| Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4 | 1| 4 |12 | 03| Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
4 | 1|4 12|04 | Dst...c.....
4 | 1| 4 |13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4 | 1 | 4 |13 | 01| Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan lll
4 | 1| 4 |13 | 02| Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4 | 1| 4 |13 | 03| Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4 | 1| 4 |14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4 | 1| 4 |14 |01 | Dari Kelompok Masyarakat.............
4 | 1| 4 [14|02| Dst...uune
4 | 2 DANA PERIMBANGAN
412 |1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
412|101 Bagi Hasil Pajak
4 | 2 | 1 |01|01| BagiHasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4 | 2 | 1 |01]|02 | BagiHasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1
4!l 210103 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

4 | 2| 1|01|04| Dst.renne
4 |1 2|1 /|02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4 | 2 | 1 |02]|01| BagiHasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan
4 | 2 | 1 |02]| 02| BagiHasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4 | 2 | 1 |02| 03| BagiHasil dari Dana Reboisasi
4 | 2 | 1 |02]| 04| BagiHasil dari luran Tetap (Land-Rent)
4 | 2 | 1 | 02| 05| BagiHasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)
4 | 2 | 1 | 02|06 | BagiHasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4 | 2 | 1 |02]| 07| BagiHasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4 | 2 | 1 |02| 08| BagiHasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4 | 2 | 1 |02]| 09| BagiHasil dari Pertambangan Gas Bumi
4 | 2| 1 |02]|10| BagiHasil dari Pertambangan Panas Bumi
4 | 2|1 (02|11 | Dst...uwcene




Kode

Rekening Uraian
1 2

4 | 2| 2 Dana Alokasi Umum
4 | 2|2 |01 Dana Alokasi Umum
4 | 2| 2 |01|01| DanaAlokasi Umum
4 | 2|3 Dana Alokasi Khusus
4 | 2|3 |01 Dana Alokasi Khusus
4 | 2 | 3 01|01 | DanaAlokasi Khusus
4 | 2| 301|022 Dst..ovruenne
4 | 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4 | 3 1 Pendapatan Hibah
4 | 3|1 |01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
4 | 3|1 ]01|01| Pemerintah
4 |1 3|1]|02 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya
4 | 3|1 ]02|01| Pemerintah Daerah ..............
4 | 3| 1|02|02]| Dst.wcereerne
4 | 3|1 /|03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4 | 3| 1|03]|01| Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ..............
4 | 3| 1|03|02]| Dst.wereerne
4 | 3|1 /|04 Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4 | 3 |1 |04]|01| Kelompok Masyarakat/Perorangan
4 | 3|1 (04|02 Dst..ureune
4 | 3|1 )|05 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
4 | 3 |1 |05|01| Pendapatan Hibah Dari Bilateral
4 | 3| 1 |05|02| Pendapatan Hibah Dari Multilateral
4 | 3 | 1 |05|03| Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya
4 | 3| 1|05|04| Dst..eeee
4 | 3| 2 Dana Darurat
4 | 3|2 |01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4 | 3| 2 |01|01| Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4 | 3|2 |01|02]| Dst.ereenne
4 | 3|3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4 | 3|3 |01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4 | 3 | 3 |01|01| BagiHasil Pajak dari Provinsi .....
4 | 3|3 (01|02| Dst......
4 | 3| 3|02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4 | 3 | 3 |02]|01| DanaBagiHasil Pajak dari Kabupaten ......
4 | 3| 3 |02|02]| Dst.wereerne
4 | 3|3 |03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4 | 3 | 3 |03|01| DanaBagiHasil Pajak dari Kota .....
4 | 3| 3 |03|02]| Dst..wereerne
4 | 3| 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus




Kode

Rekening LIGIET
1 2
4 | 3|4 |01 Dana Penyesuaian
4 | 3| 4 |01|01| DanaPenyesuaian ......
4 | 3|4 |01|02]| Dst.wcereenne
4 | 3| 4 |02 Dana Otonomi Khusus
4 | 3| 4 |02]|01| DanaOtonomi Khusus ......
4 | 3| 4 |02|02]| Dst.wcereerne
4 13|65 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4 | 3|5 |01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4 | 3| 5 |01]|01| Bantuan Keuangan Dari Provinsi ..............
4 | 3|5 (01|02 Dst..ereene
4 | 3|5 |02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten
4 | 3 | 5 |02]|01| Bantuan Keuangan Dari Kabupaten ..............
4 | 3|5 |02|02]| Dst.wereerne
4 | 3|5 |03 Bantuan Keuangan Dari Kota
4 | 3 | 5 |03|01| Bantuan Keuangan Dari Kota ..............
4 | 3|5 |03|02]| Dst.wereerne
Keterangan:
1 Dihapus.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

PEMBINA (IV/a)
NIP.19690824 199903 1 001




LAMPIRAN A.lV.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 MEI2011

KODE REKENING PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA

Kode

Rekening SLETER
1 2
4 PENDAPATAN DAERAH
4 | 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 1|1 Hasil Pajak Daerah 1
4 (11|01 Pajak Hotel
4 |1 1|1 |01|01]| HotelBintang Lima Berlian
4 | 1| 1 |01|02| HotelBintang Lima
4 | 1| 1 |01|03| Hotel Bintang Empat
4 | 1| 1 |01|04]| HotelBintang Tiga
4 | 1|1 01|05 HotelBintang Dua
4 | 1|1 01|06 HotelBintang Satu
4 | 14| 1 |01|07| Hotel Melati Tiga
4 | 1|1 |01|08| Hotel Melati Dua
4 | 1|1 |01|09| Hotel Melati Satu
4 | 1|1 |01|10| Motel
4 | 1|1 (01|11 | Cottage
4 | 1|1 |01|12| Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos
4 | 1|1 |01|13| Wisma Pariwisata
4 | 1|1 |01]|14 | Gubuk Pariwisata
4 | 1| 101|115 Dst...uueene
4 | 1|1 |02 Pajak Restoran
4 | 1|1 02|01 | Restoran
4 | 1|1 |02|02| Rumah Makan
4 | 1|1 |02]|03| HKafetaria
4 | 1|1 |02|04| HKantin
4 |1 1|1 |02|05| Katering
4 | 1|1 |02|06| Warung
4 |1 1|1 |02|07| Bar
4 | 1|1 |02|08| JasaBoga
4 | 1| 102|009 Dst..rreens
4 (1|1 |03 Pajak Hiburan
4 | 1|1 |03|01| Tontonan Film/Bioskop
4 1 | 1 [ 03|02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4 | 1 | 1 03|03 | Kontes Kecantikan
4 | 1| 1 |03|04| KontesBinaraga
4 | 1|1 |03|05| Pameran
4 | 1| 1 03|06 Diskotik
4 | 1|1 03|07 | Karaoke
4 | 1|1 |03|08| KlabMalam
4 | 1| 1 |03|09| Sirkus/Akrobat/Sulap
4 |1 1|1 |03|10| Permainan Bilyar
4 | 1|1 03|11 | Permainan Golf
4 | 1|1 |03|12| Permainan Bowling
4 | 1|1 03|13 | Pacuan Kuda
4 | 1| 1 |03|14| Balap Kendaraan Bermotor
4 | 1| 1 03|15 | Permainan Ketangkasan
4 | 1| 1 |03]|16 | PantiPijat/Refleksi




Kode

Rekening Uraian
1 2

4 | 1|1 |03|17| MandiUap/Spa
4 | 1| 1 |03|18| Pusat Kebugaran
4 | 1| 1 |03|19| Pertandingan Olahraga
4 | 1|1 (03|20| Dst..cureeens
4 | 1|1 |04 Pajak Reklame
4 1| 1 {04 |01| Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4 | 1|1 |04]|02| Reklame Kain
4 | 1| 1|04 |03| Reklame Melekat/Stiker
4 | 1| 1 |04|04| Reklame Selebaran
4 | 1|1 |04|05| Reklame Berjalan
4 | 1|1 |04|06| Reklame Udara
4 | 1| 1 |04|07| Reklame Apung
4 | 1|1 04|08 | Reklame Suara
4 1| 1 (04|09 | Reklame Film/Slide
4 | 1|1 04|10 | Reklame Peragaan
4 | 1|1 |04|11| Dst.......
4 (1|1 |05 Pajak Penerangan Jalan
4 | 1| 1 |05|01| Pajak Penerangan Jalan PLN
4 | 1|1 |05|02| Dst..uuee
4 | 1|1 |06 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 4
4 | 1|1 |06|01| Asbes¥
4 | 1|41 |06|02| BatuTulis4
4 | 1| 1|06 |03| BatuSetengah Permata 4
4 | 1| 1 | 06|04 | BatuKapur®
4 | 1|1 |06|05| BatuApung4
4 | 1| 1|06|06| Dst.......... 4
4 |11 |1 |07 Pajak Parkir
4 | 14| 1|07 ]|01| Pajak Parkir
4 | 1|1 |07|02]| Dst..eee 4)
4 | 1|1 )08 Pajak Air Tanah
4 | 1|1 |08|01| PajakAirTanah
4 | 1|1 (08|02 Dst..ureerns 4
4 | 1|1 |09 Pajak Sarang Burung Walet
4 | 1| 1 |09]|01| Pajak Sarang Burung Walet
4 | 1|1 |09|02| Dst..reeee 4
411|110 Pajak Lingkungan 4
4 | 1| 1 |10|01| PajakLingkungan 4
4 | 1|1 |10|02]| Dst..ueeee 4
4 | 1|1 |11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4 | 1|1 (11|01 Asbes
4 | 1|1 |41 |02 | BatuTulis
4 | 1| 1 |11 |03 | BatuSetengah Permata
4 | 1| 1 |11 |04 | Batu Kapur
4 | 1|1 |11 |05 | BatuApung
4 | 1|1 |11|06| Dst......
4 | 1|1 |12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4 | 1| 1|12 |01 | Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4 | 1|1 |13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan




Kode

Rekening Uraian

1 2
4 | 1| 1 |13 |01 | BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 | 1| 2 Hasil Retribusi Daerah ¥
4 (1|2 |01 Retribusi Jasa Umum
4 | 1 | 2 | 01|01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 1 | 2 [ 01|02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4 | 1 | 2 |01|03| Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4 | 1| 2 |01|04| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4 | 1| 2 |01|05]| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4 | 1| 2 |01]|06| Retribusi Pelayanan Pasar
4 | 1| 2 | 01|07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 | 1 | 2 | 01|08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4 | 1| 2 |01|09| Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4 | 1| 2 | 01|10 | Retribusi Pelayanan Pendidikan
4 | 1 | 2 | 01|11 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4 | 1| 2 |01]|12| Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
4 | 1 | 2 |01|13| Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4 | 1| 2 |01]|14 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4 | 1| 2 (01|15 Dst..ereene
4 | 1] 2 |02 Retribusi Jasa Usaha
4 | 1| 2 |02|01| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 | 1| 2 |02|02| Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4 1 | 2 {02 ]| 03| Retribusi Tempat Pelelangan
4 | 1 | 2 | 02|04 | Retribusi Terminal
4 | 1| 2 |02|05| Retribusi Tempat Khusus Parkir
4 | 1| 2 |02|06| Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4 | 1 | 2 | 02|07 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4
4 | 1| 2 | 02|08 Retribusi Rumah Potong Hewan
4 1 | 2 [ 02|09 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4 | 1| 2 |02]|10| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4 | 1| 2 |02]|11| Retribusi Penyeberangan di Air
4 | 1| 2 | 02|12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 4
4 | 1 | 2 | 02|13 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4 | 1| 2 (02|14 | Dst..uene
4 | 1|2 |03 Retribusi Perizinan Tertentu
4 | 1| 2 |03|01| Retribusilzin Mendirikan Bangunan
4 | 1| 2 |03|02| Retribusilzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 | 1 | 2 |03|03| Retribusilzin Gangguan
4 | 1| 2 |03|04 | Retribusilzin Trayek
4 | 1 | 2 | 03|05 Retribusilzin Usaha Perikanan
4 | 1| 2 |[03|06| Dst.........
4 11| 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4 | 1|3 |01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 | 1| 3 |01|01| Perusahaan Daerah
4 | 1|3 (01|02| BUMD..........
4 | 14| 3 |01|03| Dst..eee
4 | 1| 3 |02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
4 | 1|3 (02|01| BUMN........
4 | 1| 3 (02|02 Dst..cccereens
4 | 1| 3 |03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta
4 | 1| 3 |03|01| Perusahaan Patungan




Kode

Rekening Uraian
1 2

4 | 1| 3 |03|02| Dst..ueee
4 | 1| 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
411|401 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4 | 1| 4 |01|01]| Pelepasan Hak Atas Tanah
4 | 1| 4 |01|02]| Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4 1 | 4 | 01|03 Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai
4 1 | 4 | 01|04 | Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4 | 1| 4 |01|05| Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4 | 1| 4 |01|06| Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4 | 1| 4 |01|07| Penjualan Drum Bekas
4 | 1| 4 |01|08| Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4 1| 4 [ 01|09 Penjualan Lampu Hias Bekas
4 | 1| 4 |01|10| Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
4 | 1| 4 |01]|11| Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4 | 1| 4 |01]|12| Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi
4 | 1| 4 |01|13| Penjualan Hasil Pertanian
4 | 1| 4 |01|14| Penjualan Hasil Kehutanan
4 | 1| 4 |01]|15| Penjualan Hasil Perkebunan
4 | 1| 4 |01|16| Penjualan Hasil Peternakan
4 | 1| 4 |01|17| Penjualan Hasil Perikanan
4 | 1 | 4 | 01|18 | Penjualan Hasil Sitaan
4 | 1|4 01|19 Dst...uuenee
4 | 1| 4 |02 Jasa Giro
4 | 1| 4 |02]|01| Jasa Giro Kas Daerah
4 | 1| 4 | 02|02 JasaGiro Pemegang Kas
4 | 1 | 4 |02]|03| Jasa Giro Dana Cadangan
4 | 1| 4 |02|04| Dst...
4 1|4 (03 Pendapatan Bunga Deposito
4 | 1| 4 |03|01| Rekening Deposito Pada Bank ..............
4 | 1|4 03|02 Dst..ccovreens
4 | 1| 4 |04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4 | 1| 4 |04]|01| HKerugian Uang Daerah
4 | 1| 4 |04|02]| HKerugian Barang Daerah
4 | 1|4 04|03 Dst..ovrueens
4 | 1| 4 |05 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4 1| 4 |05|01| Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah
4 |1 1| 4 |05|02| Penerimaan Potongan dari ..............
4 | 1| 4 |05|03| Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ..............
4 | 1|4 |05|04]| Dst......
4 | 1| 4 |06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4 |1 1| 4 |06|01| Bidang Pendidikan
4 | 1| 4 |06|02]| Bidang Kesehatan
4 | 1| 4 |06|03| Bidang Pekerjaan Umum
4 | 1| 4 |06|04| Bidang Perumahan Rakyat
4 | 1| 4 | 06|05 | Bidang Penataan Ruang
4 | 1| 4 |06]|06| BidangPerencanaan Pembangunan
4 | 1| 4 |06 |07 | Bidang Perhubungan
4 | 1| 4 |06 |08 | Bidang Lingkungan Hidup
4 | 1| 4 | 06|09 Bidang Pertanahan
4 | 1|4 |06]|10| Dst.....ee




Kode

Rekening Uraian

1 2
4 | 1| 4 |07 Pendapatan Denda Pajak)
4 | 1| 4 |07|01| Pendapatan Denda Pajak Hotel
4 | 1| 4 |07|02| Pendapatan Denda Pajak Restoran
4 1| 4 |07 |03 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4 1| 4 |07 |04 | Pendapatan Denda Pajak Reklame
4 | 1| 4 |07 |05| Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4 | 1| 4 |07]|06| Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 4
4 | 1| 4 | 07|07 | Pendapatan Denda Pajak Parkir
4 | 1| 4 | 07|08 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4 | 1| 4 | 07|09 | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4 | 1| 4 | 07|10 | Pendapatan Denda Pajak Lingkungan 4
4 | 1| 4 |07 |11 | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4 | 1| 4 |07]|12| Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4 | 1 | 4 | 07|13 | Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 | 1| 4 |08 Pendapatan Denda Retribusi
4 | 1| 4 |08|01| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4 1| 4 |08 |02| Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4 | 1| 4 | 08|03 | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4 | 1| 4 |09 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4 | 1 | 4 |09 |01| Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4 | 1| 4 | 09|02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4 | 1| 4 |09 |03 | Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman
4 | 1|4 |09|04| Dst.....
4 | 1| 4 |10 Pendapatan Dari Pengembalian
4 | 1| 4 |10| 01| Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4 | 1| 4 |10| 02| Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4 | 1| 4 |10| 03| Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4 | 1| 4 |10| 04| Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4 | 1| 4 | 10| 05| Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka
4 | 1|4 10|06 | Dst............
4 (1|4 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4 | 1| 4 |11 |01 | Fasilitas Sosial
4 | 1| 4 |11 |02 | Fasilitas Umum
4 | 1|4 11|03 Dst...uueene
4 | 1| 4 |12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4 | 1| 4 |12 |01 | Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4 | 1| 4 |12 | 02| Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4 | 1| 4 |12 | 03| Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
4 | 1| 4 |12|04| Dst....e.
4 | 1| 4 |13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4 | 1| 4 |13 | 01| Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan llI
4 | 1| 4 |13 | 02| Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4 | 1 | 4 |13 |03 | Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4 | 1| 4 |14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4 | 1| 4 |14 |01 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
4 | 1| 4 [14|02| Dst..uueene
4 | 2 DANA PERIMBANGAN
412 |1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak




Kode

Rekening Uraian
1 2
412|101 Bagi Hasil Pajak
4 | 2 | 1 |01|01| BagiHasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4 | 2 | 1 | 01|02 BagiHasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan4
4|21 01lo3 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

4 |1 2| 1|01|04| Dst.....
4 | 2|1 |02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4 | 2| 1 |02]|01| BagiHasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan
4 | 2 | 1 |02]|02| BagiHasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4 | 2 | 1 |02]|03| BagiHasil dari Dana Reboisasi
4 | 2 | 1 |02|04 | BagiHasil dari luran Tetap (Land-Rent)
4 | 2 | 1 | 02|05 | BagiHasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)
4 | 2 | 1 | 02|06 | BagiHasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4 | 2 | 1 |02]|07| BagiHasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4 | 2 | 1 |02|08| BagiHasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4 | 2| 1 |02]|09| BagiHasil dari Pertambangan Gas Bumi
4 | 2| 1 |02]|10| BagiHasil dari Pertambangan Panas Bumi
4 | 2| 102|411 | Dst...uene
4 | 2| 2 Dana Alokasi Umum
4 | 2|2 |01 Dana Alokasi Umum
4 | 2 | 2 01|01 | DanaAlokasi Umum
4 | 2|3 Dana Alokasi Khusus
4 | 2|3 |01 Dana Alokasi Khusus
4 | 2 | 3 01|01 DanaAlokasi Khusus
4 | 2| 3|01|02| Dst..eeeee
4 | 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4 | 3|1 Pendapatan Hibah
4 | 3|1 |01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
4 | 3| 101|011 Pemerintah
4 | 3| 10102 Dst.ccvreens
4 | 3|1 ]|02 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya
4 | 3|1 |02|01| Pemerintah Daerah ..............
4 | 3| 102|002 Dst.cccrreerns
4 | 3|1 /|03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4 | 3| 1|03|01| Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ..............
4 | 3| 103|002 Dst..covreene
4 | 3 1 |04 Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4 | 3| 1|04|01| Kelompok Masyarakat/Perorangan
4 | 3| 1|04|02| Dst..eee
4 | 3|1 ]|05 Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
4 | 3| 1 |05|01| Pendapatan Hibah Dari Bilateral
4 | 3| 1 |05|02| Pendapatan Hibah Dari Multilateral
4 | 3| 1 |05|03| Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya
4 | 3| 1|05|/04| Dst..urueene
4 | 3| 2 Dana Darurat




Kode

Rekening LIGIET

1 2
4 | 3| 2|01 Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4 | 3 | 2 |01|01| Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam ..............
4 | 3|2 |01|02]| Dst...
4 | 3|3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4|1 3|3 |01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2
4 | 3 | 3 |01]|01| BagiHasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4 | 3 | 3 |01|02| BagiHasil dari Pajak Kendaraan Di atas Air 4
4 | 3 | 3 |01|03| BagiHasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4 | 3 | 3 | 01|04 | BagiHasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Di atas Air 4
4 | 3 | 3 |01]|05| BagiHasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4 | 3 | 3 |01|06| BagiHasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 4
4 | 3 | 3 |01|07| BagiHasil dari Pajak Air Permukaan
4 | 3 | 3 |01|08| BagiHasil dari Pajak Rokok
4 | 3|3 |01|09| Dst... 4
4 |1 3|3 |02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3
4 | 3 | 3 |02|01| DanaBagiHasil Pajak dari Provinsi ..............
4 | 3| 3 |02|02| Dst..wreere
4 | 3|3 |03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3
4 | 3 | 3 |03]|01| DanaBagiHasil Pajak dari Kabupaten ..............
4 | 3| 3 |03|02| Dst..ueree
4 | 3|3 |04 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota ®
4 | 3 | 3 |04 |01| DanaBagiHasil Pajak dari Kota ..............

4 | 3| 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4 |1 3|4 01 Dana Penyesuaian
4|1 3| 4|01|01| DanaBOS

4 | 3 4 | 02 Dana Otonomi Khusus

'S
w
'S

02 | 01 | Dana Otonomi Khusus

4 | 3|5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4 |1 3|5 |01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4 | 3 | 5 |01|01| Bantuan Keuangan Dari Provinsi ..............

H
w
o

02 Bantuan Keuangan Dari Kabupaten

H
w
o

02 | 01 | Bantuan Keuangan Dari Kabupaten ..............

Keterangan :

1) Pendapatan tersebut diberlakukan juga untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.




2)  Dari Provinsi yang bersangkutan

3) Dari Provinsi atau Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi yang bersangkutan atau
dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

4 Dihapus

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd
GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
PEMBINA (IV/a)
NIP.19690824 199903 1 001




LAMPIRAN AVIll.a.1 : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 MEI 2011

KODE REKENING BELANJA DAERAH

Kodg Uraian
Rekening
1 2
5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5111 BELANJA PEGAWAI
5]1]1|01 Gaji dan Tunjangan
5] 1 (1 ]|01|01| Gaji Pokok PNS/Uang Representasit)
5] 1|1 |01]|02]| Tunjangan Keluarga
5] 1|1 |01]|03]| TunjanganJabatan?
5(1 ] 1]01|04 | Tunjangan Fungsional
5] 1|21 |01|05]( Tunjangan Fungsional Umum
5|1 (21 ]|01|06| TunjanganBeras?
51| 1]|01|07| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5(1 ] 1]|01|08| Pembulatan Gaji
51 ] 1]01|09]| IluranAsuransi Kesehatan
5] 1|1 ]|01]|10 | UangPaket?
51| 1]01|11| Tunjangan Badan Musyawarah 2
51 ] 1]01|12| Tunjangan Komisi?2
5(1 ] 1]01|13| Tunjangan Badan Anggaran 2
51| 1 ]|01|14 | Tunjangan Badan Kehormatan 2
5] 1 (1 |01]|15 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2
51| 1]01|16| Tunjangan Perumahan?
5] 1|1 |01]|17 | UangDuka Wafat/Tewas 1
5| 11 |01]|18 | UangJasaPengabdian?
51| 1]01|19| BelanjaPenunjang Operasional Pimpinan DPRD
51 ] 1]01|20| Tunjangan Kesehatan DPRD
5121 (211]01|21| Dst.......
511|102 Tambahan Penghasilan PNS
51| 1 ]02|01| Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5] 1|1 |02]|02(| Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
51| 1 ]|02|03]| Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
51| 1]|02|04| Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
51 1|1 ([02[05]| Dst....
5]1]1/|03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
51| 1 ]03|01| Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
51| 1]03|02]| BelanjaPenunjang Operasional KDH/WKDH
5|1 1|1 ([03[03]| Dst.........
5] 11|04 Biaya Pemungutan Pajak
5(1 ] 1]04|01| Biaya Pemungutan PBB
5| 1|1 |04]|02]| BiayaPemungutan Pajak Daerah?
5(1]1]04]03]| Dst...
5] 1]1/|05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
51 ] 1]05|01] Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5] 1]1/|06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5| 1|1 |06]|01]| Insentif Pemungutan Retribusi Daerah




Kode

Rekening Uraian

1 2
51 1|2 BELANJA BUNGA
51| 2|01 Bunga Utang Pinjaman
51| 2 |01|01| BungaUtang Pinjaman kepada Pemerintah
51| 2 |01|02| BungaUtang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5] 1| 2 |01]|03| BungaUtang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
51| 2 |01|04 | BungaUtang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
51 1] 2 [01[05]| DStecoovvicviriiniiriciirin,
5(1]2]02 Bunga Utang Obligasi
51| 2 |02|01]| BungaUtang Obligasi .........
51 1| 2 [02[02] DSteovoviiviriinrierieinrceien,
5|11] 2|03 D)1 AT
51 1(3 BELANJA SUBSIDI
51| 3|01 Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5] 1| 3 |01]|01| Belanja Subsidi kepada Perusahaan ....
5| 1| 3 |01]|02| Belanja Subsidi kepada Lembaga ....
51 1] 3 [01[03]| DStecvoiricvcriiririeinriiie,
5|1 1] 3 (02 DSE...veivier i,
51| 4 BELANJA HIBAH
5(1]4]01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
51| 4]01|01| PemerintahPusat
5] 1] 4|02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya3
51| 4]02|01| Pemerintah Provinsi .........
51| 4 ]|02]|02| Pemerintah Kabupaten/Kota ..........
51 1| 4 [02[03]| DStecooivicviiririniriiiiriiin,
5(1] 4|03 Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa
51| 4 |03|01| PemerintahanDesa ...
51 1|4 [03[02]| DStecoovvicvivrirniirieiiriin,
5(1]|4]|04 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN 4
51| 4 |04]|01| Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN ..............
51 1 [ 4 [04]02 ] DStiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin e
5| 1] 4|05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
51| 4 |05|01| Badan/Lembaga/Organisasi ..............
51 1 [ 4 [05]02 ] DStiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin e
5| 11| 4 |06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
51| 4 ]06|01| Kelompok/anggota masyarakat ........
51 1|4 [06|02]| DStecoovvrcvvrirniirieiiriin,
5|11 4|07 Belanja Hibah Dana BOS ©)
51| 4 |07|01| BelanjaHibah Dana BOS ke SD Swasta
51| 4 |07| 02| BelanjaHibah Dana BOS ke SMP Swasta
51 1| 4 [07[03] DStecoovvicviiriiniiieiiicin,
5|1 1] 4|08 DSt .o




Kode

Rekening Uraian
1 2

15 BELANJA BANTUAN SOSIAL

1|5 |01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1| 5 [01]|01| BelanjaBantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....

1|5 ]|01(02| Dst...

1|5 |02 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

1|5 [02]01| BelanjaBantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat .................

1| 5 [02[02 [ DStueciviiriiiiiniririninns

1|5/03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat

1| 5 [03]|01| BelanjaBantuan Sosial kepada ...............cc.......

1 [ 5 [03] 02 DSt

1|15 (04 Belanja Bantuan Partai Politik 7

1|5 |[04]|01( BelanjaBantuan Partai Politik 7

1[5 04|02 DStecccvverriiirreecienne, 7

1|5 /|05 DSt ..o,

1|6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA

1|6 |01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi

1| 6 [01]|01| BelanjaBagiHasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...

1] 6 |01[02 | DStueciiiiriiriiiiiririninn

1|6 |02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

1| 6 [02]| 01| BelanjaBagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...

1] 6 |02[02 [ DStoiciciiiiriiiirinirininns

1|6 (03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

1| 6 [03]| 01| BelanjaBagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...

1 [ 6 [03] 02| DStuccriiviiniiiniciiniireainns

1|6 (04 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota

1| 6 [04]|01| Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...

1] 6 |04[02 [ DStovciviiiiiiiriririnins

1|6 |05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa

1| 6 |[05]| 01| BelanjaBagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...

1 [ 6 [05] 02| DSt

1|6 |06 DSt oo

117 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK

1|7 |01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi

1| 7 [01]01| BelanjaBantuan Keuangan Kepada Provinsi ......

1 [ 7 |01 02| DSt

17|02 Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota

1| 7 [02]01| BelanjaBantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota ......

1| 7 102[02 [ DStoiviiiiiiiiiininirininns

1|7 |03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

1| 7 [03]|01| Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa ......

1| 7 |03[02 [ DStociviviiiriiiiiriniiinins




Kode

Rekening Uraian
1 2
51]7o0a Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa
lainnya

51| 7 |04]|01| BelanjaBantuan Keuangan kepada Provinsi ...
5| 1| 7 |04]|02| BelanjaBantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota ...
5| 1| 7 |04]|03| BelanjaBantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...
5 1 [ 7 |04]04 | DSt
5| 1] 7 |05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik
51| 7 |05|01| BelanjaBantuan kepada Partai Politik ................
51 127 [|05]02]| DStucovceririeiiiirieeens
5117 (06 DSt
5 118 BELANJA TIDAK TERDUGA
51| 8|01 Belanja Tidak Terduga
5| 1| 8 |01]|01( BelanjaTidak Terduga
51| 8|02 DSt oo
51 2 BELANJA LANGSUNG
51 2 1 BELANJA PEGAWAI
512 (1(01 Honorarium PNS
5] 2 (1 |01|01| Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5] 2 (1 ]|01]|02]| Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
512 ] 1 ]01]03| DStiiveiiriiiiniiineciniien,
512 ([1](02 Honorarium Non PNS
5] 2|1 |02]|01| Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5] 2 (1 ]02]|02| Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5121 ]02]03]| DStiivciiriiiiiiniiineiiniien,
5(2]1]03 Uang Lembur
5] 2 (1 ]|03]|01| UangLembur PNS
52 ] 1]03]|02]| UangLemburNonPNS
512 ] 1 ]03|03]| DSt.oiriirriiiirinns
5|12 (1|04 Honorarium Pengelolaan Dana BOS ©)
5] 2|1 |04]|01| Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5|2 ] 1|05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5| 2|1 |05]|01| Uanguntuk diberikan kepada pihak ketiga
5] 2|1 |05]|02( Uanguntuk diberikan kepada masyarakat
512 ] 1 ]05|03]| DSt.iniiiinins
5(2]1]06 DSt oo
512 |2 BELANJA BARANG DAN JASA
5|1 2] 2|01 Belanja Bahan Pakai Habis
5| 2|2 |[01]|01| Belanjaalat tulis kantor
52| 2 ]01|02| Belanjadokumen/administrasi tender
512 ] 2 ]01]03]| DStiiieiiriiiiiniineiineien,




Kode

Rekening Uraian
1 2
5(2]2]02 Belanja Bahan/Material
5| 2| 2 |02]|01| Belanjabahan bakubangunan
5| 2| 2 |02]|02| Belanjabahan/bibittanaman
51 2] 2 ]02]03| DStoivcicriiiiiniiiniineien,
5] 2] 2|03 Belanja Jasa Kantor
5] 2|2 |03|01| Belanjatelepon
5 (2] 2 ]03|02| Belanjaair
51 2] 2 ]03]03]| DStoivvicriiiiniiiniiniinn,
5|12 (2|04 Belanja Premi Asuransi
5] 2 (2 |04]|01| BelanjaPremiAsuransi Kesehatan 2
5| 2| 2 |04|02| BelanjaPremiAsuransi Barang Milik Daerah
512 ] 2 ]04]03| DSteivviviiiiniiiiniiniinn,
52| 2|05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5| 2|2 |05]|01( BelanjalJasa Service
5| 2| 2 |05]|02| BelanjaPenggantian Suku Cadang
512 ] 2 ]05]03]| DStivciiviiiiniiineiiniien,
5|12 2|06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5] 2 (2 |06|01| Belanjacetak
5| 2| 2 |06]|02]| BelanjaPenggandaan
51 2] 2 ]06]|03 ]| DSteivoicriiiiniineiiieinn,
5121 2|07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5| 2 [ 2 |07]|01| Belanjasewarumah jabatan/rumah dinas
5| 2| 2 |[07]|02| Belanjasewa gedung/ kantor/tempat
512 ] 2 ]07]03]| DStiivcicriiiiiniiinecineinn,
5121|208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5] 2 (2 |08|01| Belanjasewa Sarana Mobilitas Darat
5] 2| 2 |08]| 02| Belanjasewa Sarana Mobilitas Air
51 2] 2 ]08|03 | DStiivcivriiiiniiireiiniien,
5121|209 Belanja Sewa Alat Berat
5] 2|2 |09]|01| Belanjasewa Eskavator
5| 2|2 [09]|02| Belanjasewa Buldoser
512 ] 2 ]09]|03 | DStiiecicrioiiniiineiiiecnn,
5121|210 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5| 2|2 |10 01| Belanjasewa meja kursi
5| 2| 2 |10]| 02 | Belanjasewa komputer dan printer
512 ] 2 ]10]03 | DStiiiciiriiriiniiineiiniinn,
5]12]2 |11 Belanja Makanan dan Minuman
5| 2|2 [|11]| 01| Belanja makanan dan minuman harian pegawai
52| 2 ]11| 02| Belanja makanan dan minuman rapat
5122 11103 DStuiciieriiiciiiiciiiecieiinn,
5(2]2]12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5| 2| 2 ]12| 01| Belanjapakaian Dinas KDH dan WKDH
5| 2| 2 |12]| 02| BelanjaPakaian Sipil Harian (PSH)
51 2] 2 [12]03 | DStiiciicriiiciiiiniieciieeinn,
5122 |13 Belanja Pakaian Kerja
5| 2| 2 |13]| 01| Belanjapakaian kerja lapangan
5122 [13]02]| DStoiciicriciciiiiiiieiieeinn,




Kode

Rekening Uraian
1 2

6
512|214 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5| 2| 2 |14| 01| Belanjapakaian KORPR
51| 2| 2 |14]| 02| Belanjapakaian adat daerah
5122 14|03 DStoiciiciiiiiiiciiieciieiienn,
5]12] 2|15 Belanja Perjalanan Dinas
5| 2| 2 |15]| 01| Belanjaperjalanan dinas dalam daerah
5| 2| 2 |15]| 02| Belanjaperjalanan dinas luar daerah
51 2] 2 15|03 DStuiciiiiiiiniininieies
5|12 ] 2|16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
52| 2 |16| 01| Belanjabeasiswa tugas belajar D3
51 2| 2 (16|02 | Belanjabeasiswa tugas belajar S1
5122 [16[03] DSt
52| 2]17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
51 2| 2 (17|01 | Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5| 2| 2 |17 |02 | Belanjasosialisasi
51212 117103 DStucieiierieiceieeeeieeceeninn,
5|1 2] 2|18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5| 2 (2 |18]| 01| Belanjaperjalanan pindah tugas dalam daerah
5] 2| 2 |18]| 02| Belanjaperjalanan pindah tugas luar daerah
512 ([2]19 Belanja Pemulangan Pegawai
5| 2|2 |19]|01 | Belanjapemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5| 2| 2 |19]| 02| Belanjapemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
51 2] 2 ]19]03| DStivciiviiiiiniineiinicen,
5]12] 2|20 Belanja Pemeliharaan
51 2| 2 [20]| 01| BelanjaPemeliharanJalan
5| 2| 2 |20]| 02| BelanjaPemeliharan Jembatan
512 ]2 ]20]03 | DStoiciicriiiciiiiciiieiiieiinn,
5122 |21 Belanja Jasa Konsultansi
5|1 2| 2 (21|01 BelanjalJasaKonsultansi Penelitian
51 2| 2 (21|02 BelanjalJasaKonsultansi Perencanaan
5] 2| 2 |21] 03| BelanjaJasa Konsultansi Pengawasan
5122 121104 | DStociicrieiciiicniieciieiinn,
512 ]2 ]22 Belanja Barang Dana BOS 9
5| 2| 2 |22]|01| BelanjaBarang Dana BOS
5(2]2]23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5| 2| 2 |23]| 01| BelanjaBarang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5| 2 | 2 |23]| 02| BelanjaBarang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
512 (2|24 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5| 2| 2 |24]|01| BelanjaBarang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5| 2| 2 |24]|02| BelanjaBarang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
521|225 D)) AU
512 (3 BELANJA MODAL
5(2]3]01 Belanja Modal Pengadaan Tanah
5] 2| 3 |01]|01| Belanja modal pengadaan tanah kantor
5] 2| 3 |01]|02| Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit




Kode

Rekening Uraian
1 2

512 ] 3]01]03]| DSt.inierrriiernnne
52| 3|02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5| 2| 3 |02]|01| Belanja modal pengadaan traktor
5| 2 [ 3 |02]|02| Belanja modal pengadaan buldozer
51 2] 3102|033 DSt
5] 21] 3|03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5| 2| 3 |03|01| Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5| 2| 3 |03]|02| Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
51 2] 3]03]03]| DStuivvivriiiiiiniiineiiniinn,
5|12 (3|04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5| 2| 3 |04]|01| Belanja modal pengadaan gerobak
5| 2| 3 |04]|02| Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
51 2] 3]04]03]| DSteivcivriiiiniiiniiiniien,
5|12 1] 3|05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
52| 3 ]05|01| Belanja modal pengadaan kapal motor
5| 2| 3 |05|02| Belanja modal pengadaan kapal feri
51 2] 3]05]03]| DStoivviiciiiiiniiineiiniinn,
5|21 3|06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
5| 2| 3|06]|01| Belanja modal pengadaan perahu layar
5| 2| 3 |06]|02]| Belanja modal pengadaan perahu sampan
512 ] 3]06]|03]| DStoiiviivriiiiiniiiniiiniinn,
5|23 |07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5] 2| 3 |07|01| Belanja modal pengadaan pesawat kargo
5| 2| 3 |07]|02| Belanja modal pengadaan pesawat penumpang
512 ] 3 ]07]03]| DSteivviiiiiiiiiniiinecinenn,
521|308 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5 2| 3]08|01| Belanja modal pengadaan mesin las
5| 2| 3 |08]|02]| Belanja modal pengadaan mesin bubut
51 2] 3]08|03| DStuivvivriiiiiniiiieiineien,
5121|309 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5| 2| 3]09]|01| Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian
52| 3]09]|02| Belanja modal pengadaan alat pengering gabah
512 ] 3]09]|03]| DSteivciirioiiiiniiineiiieien,
5|21 3|10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5 (2| 3 ]10| 01| Belanja modal pengadaan mesin tik
5| 2| 3]10| 02| Belanja modal pengadaan mesin hitung
51 2] 3 ]10]03 | DStiiiciiriiiriiiriniiine e,
5(2]3]11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5| 2| 3 |11]|01 | Belanja modal pengadaan meja gambar
5| 2| 3 ]11| 02| Belanja modal pengadaan almari
51 2] 3 [11]03| DStuiiciciiiiiniiineiineinn,
5|12 3|12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
5| 2| 3 |12]| 01| Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server
5| 2| 3 |12]|02 | Belanja modal pengadaan komputer/PC
51 2] 3 [12]03 | DSteivviciiiiiniineiiniien,
52| 3|13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5| 2| 3 |13]|01 | Belanja modal pengadaan meja kerja




Kode

Rekening Uraian
1 2

5| 2| 3 |13]| 02| Belanja modal pengadaan meja rapat
51 2 3 [13]03| DStuivviiiriiiiiniineiiniinn,
5|12 (3|14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5| 2| 3 |14]|01| Belanja modal pengadaan tabung gas
5| 2| 3 |14]| 02| Belanja modal pengadaan kompor gas
51 2| 314|103 DSteiciviiiiiniiineiiiniinn,
5|12 3|15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5| 2| 3 |15]| 01| Belanja modal pengadaan lampu hias
5| 2| 3 |15]|02 | Belanja modal pengadaan jam dinding/meja
51 2] 3 [15]03| DStiiiciiiriiiiiniiinecineinn,
5|12 3|16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5| 2| 3]16| 01| Belanja modal pengadaan kamera
5] 2| 3 |16]| 02| Belanja modal pengadaan handycam
512 ] 3 ]16]03| DSteivcivriiiiiniiiineiiieinn,
52| 3|17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5| 2 (3 |17]|01 | Belanja modal pengadaan telepon
5 (2| 3 |17| 02| Belanja modal pengadaan faximili
51 2| 3 [17]03]| DStiiiciiiriiiiniiineciineien,
52| 3|18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5| 2| 3 |18]| 01| Belanja modal pengadaan timbangan
5| 2| 3 |18]| 02| Belanja modal pengadaan teodolite
51 2] 3 [18]03| DStuiiviiviiiiiiniiireiiniien,
5(2]3]19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5] 2| 3 |19]|01| Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum
5| 2| 3 |19]|02 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi
51 2] 3 ]19]03| DStiivciivriiiniiniiniinn,
5] 2] 3|20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5| 2| 3 |20]| 01| Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5| 2| 3 |20]| 02| Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
51 2] 3]20]03 | DStuivciiriiiiiniineiinien,
5|12 ]3 |21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5| 2| 3 |21]|01| Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
5| 2| 3 |21]|02| Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over
51 2] 3 ]21]03 | DStuiiviiiiiiiiniiniineinn,
5|12 3|22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5| 2| 3 |22]|01| Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung
5] 2| 3 |22]|02| Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton
51 2| 322103 | DSteivviiriiiiniiineiiieinn,
5|12 3|23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5| 2| 3 |23]|01| Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan
5| 2| 3 |23]|02| Belanja modal pengadaan konstruksi waduk
51 2] 3123|103 DSteiveiiiiiiiniiineiiniien,
5|12 (3|24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5| 2| 3 |24]|01| Belanja modal pengadaan lampu hias jalan
51| 2| 3 |24]|02| Belanja modal pengadaan lampu hias taman
512 ] 3 ]24]103| DStoivviiviiiiiiniiiiiiniien,
5|1 2] 3|25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5| 2| 3 |25]|01| Belanja modal pengadaan instalasi listrik




Kode .
Rekening Uraian
1 2
5| 2| 3 |25]| 02| Belanja modal pengadaan instalasi telepon
51 2| 3 [25[03 | DSteovoriiviriinrieriiinrcien,
52 ] 3]26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5| 2| 3 ]26|01| Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5| 2| 3 |26]| 02| Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
51 2| 3 [26[03 | DSteovoiviivirirnrieriiinrceien,
52| 3|27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5| 2| 3 |27]|01| Belanja modal pengadaan buku matematika
51| 2| 3 |27]|02| Belanja modal pengadaan buku fisika
51 2| 3 [27[03 ] DSteovoiviivnriiniieriiinrcien,
5|12 3|28 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5| 2| 3 |28]| 01| Belanja modal pengadaan lukisan/foto
5| 2| 3 |28]| 02| Belanja modal pengadaan patung
51 2| 3 [28|03 | DSteovocviiviriiniieriiinrcien,
51213 |29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5| 2| 3 |29]|01| Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang
5| 2| 3 ]29]|02| Belanja modal pengadaan ternak
51 2 3 [29]03 | DSteovoiviiviriinrieriiinrcien,
5] 21]3 |30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
5| 2| 3 |30]|01| Belanja modal pengadaan senjata api
5| 2| 3 |30]|02| Belanja modal pengadaan radar
51 2| 3 [30[03]| DStevoiviivnriiniirieinrciien,
52| 3|31 Belanja Modal Dana BOS ©
5] 2| 3 |31]|01( Belanja Modal Dana BOS
5123 |32 (D] ST
Keterangan :
1) Digunakan untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah serta PNS

Hanya untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD

Belanja hibah kepada provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa di luar wilayah provinsi
atau kepada provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi pemberi hibah

Belanja hibah provinsi, kabupaten/kota kepada perusahaan daerah/BUMD milik provinsi,
kabupaten/kota yang bersangkutan atau milik provinsi, kabupaten/kota lainnya dan
kepada BUMN

Belanja bagi hasil pajak provinsi kepada provinsi/kabupaten/kota diluar wilayah provinsi
atau bagi hasil pajak kabupaten/kota kepada provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah
provinsi yang bersangkutan

Hanya untuk belanja dana BOS.

Dihapus

Coret yang tidak perlu

MENTERI DALAM NEGERI,

. . . ttd
Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. KEPALA BIRO HUKUM GAMAWAN FAUZ|

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
PEMBINA (IV/a)
NIP.19690824 199903 1 001




LAMPIRAN A.IX.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 MEI 2011

KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH

Kode

Rekening

Uraian

1

2

PEMBIAYAAN DAERAH

=

Penerimaan Pembiayaan Daerah

(e]

=

=

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

01

Pelampauan penerimaan PAD

01

01

Pajak Daerah

01

02

Retribusi Daerah

01

03

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

01

04

Lain-Lain PAD yang sah

DO OO O

BlRRRIR R

BlRRRIR R

01

05

1)

02

Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan

02

01

Bagi Hasil Pajak

02

02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

(22Kl Kl N

BlR|RlR

BlR|RR

02

03

»

=

=

03

(¢]

=

=

03

01

04

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

04

01

Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung

04

02

Belanja Pegawai dari Belanja langsung

04

03

Belanja Barang dan Jasa

04

04

Belanja Modal

04

05

Belanja Bunga

04

06

Belanja Subsidi

04

o7

Belanja Hibah

04

08

Belanja Bantuan Sosial

04

09

Belanja Belanja Bagi Hasil

04

10

Belanja Bantuan Keuangan

04

11

Belanja Tidak Terduga

D OO0 O

RRR R R R R RRRRRR

RRR R R R R RRRRRR

04

12

05

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

05

01

Uang jaminan ......

05

02

Potongan Taspen

05

03

Potongan Beras

05

04

Askes

DO O®

RIRIRRRR

RIRIRRRR

05

05

»

=

=

06

=

=

06

01

oo

=

=

06

02

»

=

=

o7

Pencairan Dana Cadangan

01

Pencairan Dana Cadangan

01

01

(2222 K] )

RBIR|RR

NINININ

01

02

(¢]

=

02




Kode

Rekening S
1 2
6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6 1 3 |01 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6 1 3 | 01| 01| BUMD...
6 1 3 | 01 | 01 | Dst.eeeuerrnnes
Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak
6 1 3 |02 .
ketiga

6 1 3 02|01 | .
6 1 3 | 02 | 02 | Dst....ccceue
6 1 3 |03 D] S
6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah
6 1 4 | 01 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6 1 4 | 01 | 01 | Penerusan pinjaman.....
6 1 4 | 01 | 02 | Dst..cocerrnns
6 1 4 | 02 Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
6 1 4 | 02 | 01 | Pemerintah daerah ......
6 1 4 | 02 | 02 | Dst..coccerrnns
6 1 4 | 03 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
6 1 4 | 03| 01 | Bank......
6 1 4 | 03 | 02 | Dst.....ceue
6 1 4 | 04 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6 1 4 | 04 | 01 | Lembaga keuangan bukan bank ......
6 1 4 | 04 | 02 | Dst....cceeue
6 1 4 | 05 Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah
6 1 4 | 05 | 01 | Obligasi atas nama ....
6 1 4 | 05 | 02 | Obligasi nomor ....
6 1 4 | 05 | 03 | Dst.....ccue
6 1 4 | 06 [ 7]
6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6 1 5 |01 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6 1 5 | 01 | 01 | Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman ....
6 1 5 | 01 | 02 | Dst.............
6 1 5 | 02 [ ]
6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah
6 1 6 | 01 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6 1 6 | 01 | 01 | Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6 1 6 | 01 | 02 | Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6 1 6 | 01 | 03 | Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6 1 6 | 01 | 04 | Dst.............
6 1 6 | 02 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6 1 6 | 02 | 01 | Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6 1 6 | 02 | 02 | DSt .cccvrcererrreerersnensnns




Kode

Rekening S
1 2

6 1 6 | 03 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6 1 6 | 03 | 01 | Pemerintah daerah ................
6 1 6 | 03 | 02 | Dst..cccourrnns
6 1 6 | 04 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6 1 6 | 04 | 01 | BanK ..ccceeeernennne
6 1 6 | 04 | 02 | Dst........c...
6 1 6 | 05 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6 1 6 | 05 | 01 | Lembaga keuangan bukan bank ..........cccceceeuen.
6 1 6 | 05 | 02 | Dst.......c...
6 1 7 Penerimaan kembali investasi dana bergulir
6 1 7 | 06 | 01 | Penerimaan kembali investasi dana bergulir
6 1 7 | 06 | 02 | Penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat
6 1 6 | 07 Dst....ccceuen.
6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 1 |01 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 1 | 01 | 01 | Pembentukan Dana Cadangan nomor ......
6 2 1 | 01 | 02 | Dst.............
6 2 1 |02 [ 7]
6 2 2 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah
6 2 2 |01 Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
6 2 2 | 01| 01| BUMN.......
6 2 2 | 01 | 02 | Dst......c......
6 2 2 | 02 Badan usaha milik daerah (BUMD)
6 2 2 | 02|01 |BUMD.........
6 2 2 | 02 | 02 | Dst.....cc.uee.
6 2 2 | 03 Badan usaha milik swasta
6 2 2 | 03 | 01 | Badan...............
6 2 2 | 03 | 02 | Dst.............
6 2 2 | 04 Dana bergulir
6 2 2 | 04 | 01 | Dana bergulir kepada kelompok masyarakat
6 2 2 | 04 | 02 | Dst.............
6 2 2 | 05 Dst....ccceuuen.
6 2 3 Pembayaran Pokok Utang
6 2 3 |01 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6 2 3 | 01 | 01 | Penerusan pinjaman.....
6 2 3 | 01 | 02 | Dst..cecerrnnes
6 2 3 | 02 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
6 2 3 | 02 | 01 | Pemerintah daerah ......
6 2 3 | 02 | 01 | Dst.cecerrnns




Kode

Rekening S
1 2
6 2 3 |03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6 2 3 | 03| 01 | Bank.....
6 2 3 | 03 | 02 | Dst..coccerrnns
2 3 | 0a Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan
bank
6 2 3 | 04 | 01 | Lembaga keuangan bukan bank ......
6 2 3 | 04 | 02 | Dst..coccurrnnes
6 2 3 | 05 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6 2 3 | 05 | 01 | Penerusan pinjaman.....
6 2 3 | 05 | 02 | Dst..coccurrnnes
6 2 3 | 06 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain
6 2 3 | 06 | 01 | Pemerintah daerah ......
6 2 3 | 06 | 02 | Dst.............
5 3 | o7 Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan
bank
6 2 3 | 07 | 01 | Bank......
6 2 3 | 07 | 02 | Dst..coccurrnns
Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan
2 3 | 08
bukan bank
6 2 3 | 08 | 01 | Lembaga keuangan bukan bank ......
6 2 3 | 08 | 02 | Dst....ccurrnns
6 2 3 | 09 Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6 2 3 | 09 | 01 | Obligasi atas nama ............
6 2 3 | 09 | 02 | Obligasi nomor ............
6 2 3 | 09 | 03 | Dst..coccerrnnes
6 2 3 |10 Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6 2 3 | 10 | 01 | Obligasi atas nama ............
6 2 3 | 10 | 02 | Obligasi nomor ............
6 2 3 | 10 | 03 | Dst..ceccerrnnes
6 2 3 |11 [ ]
6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah
6 2 4 | 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah
6 2 4 | 01 | 01 | Pemerintah
6 2 4 | 02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain
6 2 4 | 02 | 01 | Pemerintah daerah ......
6 2 4 | 02 | 02 | Dst....ccene
6 2 4 | 03 [ 7]
6 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Keterangan :
1) Dihapus MENTERI DALAM NEGERI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH GAMAWAN FAUZI

PEMBINA (IV/a)

NIP.19690824 199903 1 001




LAMPIRAN F.I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 MEI 2011

CONTOH FORMAT
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hati ini .....cccnieenen , tanggal ..o bulan ... tahun ..., yang
bertanda tangan di bahwa ini:

| Nama D eeeneeeneeeeeereerereeeeeesreeeseEeeEEeeeEEEEeESEEEEESEEEESEEEESAREEAREEESREERRAEEAeEEAenEeasnEen e eaa
NIP © eererreseseeeeseeeeseeeeseeresesreeseeseeresesresesreseseesessesesseseseeseseesesseseseesesessessesessesessseesesseseas
PangKat : o
Jabatan @ e ———————————————————————
8L G 4= - SRS

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur/Bupati/Walikota di Provinsi/Kabupten/Kota

........................................................ yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

I Nama D eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeEeeEeEeEeeESeESeEEEESEESSESSESiESEEEESEASELEESEEREEE RSN RE R
1o TR 4 I =SSP
Jabatan Kepala Sekolah
Alamat @ . — Kecamatan.........ccovvvmnemnennennennensnnnnn,

Kabupaten/Kota .......cccoomvecrrccrrccnrccensceen,

Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertindak untuk dan atas nama ..., (sekolah) .....cccrieiriccrrcennne
Desa/Kelurahan ........ccccccvvicvrncnenns A C=Tez=T 0 g 1= 1 - 1o
Kabupaten/Kota ........ccccrcvrriccnncerrceencceens selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah

Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah Dana BOS kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
sebesar Rp.....cccccerrcrerrcseerccensseesseessnens (ceverneereseeresnresssneessnesesne s s sneessnn e s s neensneenssnnesnnnnnnnns
....................................................................... rupiah)

(2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Bantuan Operasional
Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan sebagaimana diberlakukan juga
bagi sekolah negeri dan petunjuk teknis tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.



(3) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk membebaskan pungutan seluruh
siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apa pun dan untuk meringankan beban
biaya operasional sekolah bagi siswa sekolah.

(4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk jenis
kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola dengan mekanisme manajemen
sekolah.

Pasal 2
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH
(1) Pencairan dana hibah BOS untuk sekolah swasata yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota ........cccecemrccennncen. Tahun

............... dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.

(2) Untuk pencairan hibah dana BOS, PIHAK KEDUA menngajukan permohonan kepada PIHAK
PERTAMA, dengan dilampiri:

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. Foto copy Rekening Sekolah Swasta yang masih aktif;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;

(3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, Segera melaksanakan
kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Opersional Sekolah
(BOS) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
didanai dari hibah BOS yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan.

(2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan triwulan penggunaan hibah BOS yang
disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada
PIHAK PERTAMA, kepada PPKD selaku BUD untuk triwulan pertama dan triwulan kedua
paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat paling lambat
akhir Desember tahun berkenaan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana BOS apabila PIHAK KEDUA,
tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana
BOS berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan
kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah BOS apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK
KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 5
PERUBAHAN/PERGESERAN ANGGARAN

(1) Apabila terdapat penambahan jumlah siswa sekolah swasta akibat tahun ajaran baru,
PIHAK KEDUA melakukan perubahan alokasi dana BOS untuk sekolah yang bersangkutan
sesuai dengan mekanisme perubahan APBD, setelah alokasi perubahan tesebut ditetapkan
oleh Pemerintah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan jumlah siswa riil
di sekolah swasta, PIHAK KEDUA dapat melakukan pergeseran dengan tidak merubah
jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah, yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri
Pendidikan Nasional.

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan
kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam
Addendum.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
(Nama Kepala Sekolah) Pangkat/Gol.
NIP.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
PEMBINA (IV/a)
NIP.19690824 199903 1 001




